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ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi
Pemerintah;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mendorong
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada
pelayanan publik yang prima perlu dilakukan pembangunan zona integritas di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

bahwa perlu dilakukan pembentukan tim kerja pembangunan dan evaluasi zona
integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2025 .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi UU sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; PKPU
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Permen
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



CATATAN :

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Dalam KKPU Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2025 diatur tentang :

Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Kpu Kabupaten Malang
Beserta Susunan Kepengurusan dan Tugasnya, Sebagaimana Tercantum Dalam
Lampiran.

- KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2025.

- Lampiran 7 halaman.



